
BUPATI KARANGANYAR 
PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR 
NOMOR 3 TAHUN 2017 

TENTANG 
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI KARANGANYAR, 

Menimbang : a. bahwa perempuan sebagai aset bangsa yang berperan 
dalam proses penerusan dan penciptaan generasi yang 
berkual i tas per lu mendapatkan j a m i n a n terhadap 
pemenuhan hak-haknya dan Per l indungan dar i t indak 
kekerasan dan Diskr iminas i ; 

b. bahwa dalam rangka Per l indungan dan sarana aktual isasi 
d i r i perempuan dalam masyarakat d i Kabupaten 
Karanganyar, per lu adanya sua tu Peraturan Daerah yang 
mengatur tentang Per l indungan dan Pemberdayaan 
Perempuan; 

c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 
20 T a h u n 2009 tentang Penyelenggaraan Perl indungan 
Perempuan dan Anak dipandang sudah t idak sesuai lagi 
dengan perkembangan h u k u m dan kebutuhan 
masyarakat, sehingga per lu d ibentuk peraturan daerah 
yang baru ; 

d. bahwa berdasarkan pert imbangan sebagaimana d imaksud 
dalam h u r u f a, h u r u f b dan h u r u f c, per lu membentuk 
Peraturan Daerah tentang Per l indungan dan 
Pemberdayaan Perempuan; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 281 Undang-Undang Dasar 
Negara Republ ik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 T a h u n 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten d i L ingkungan 
Provinsi Jawa Tengah; 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan (Lembaran Negara Republ ik Indonesia 
T a h u n 1974 Nomor 1); 

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan 
Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk 
D iskr im inas i Terhadap Wani ta (Convention The Elimination 
Of All Forms Of Discrimination Againts Women) Lembaran 
Negara Republ ik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, 
Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia 
Nomor 3277); 



5. Undang-Undang Nomor 13 T a h u n 1998 tentang 
Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran 
Negara Republ ik Indonesia Nomor 3796); 

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang 
Pengesahan ILO Convention No. 138 Concerning Minimum 
Age for Admission to Employment (Konvensi ILO Mengenai 
Usia M i n i m u m u n t u k Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran 
Negara Republ ik Indonesia T a h u n 1999 Nomor 56, 
Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia 
Nomor 3835); 

7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manus ia (Lembaran Negara Republ ik Indonesia 
T a h u n 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia Nomor 3835); 

8. Undang-Undang Nomor 13 T a h u n 2003 tentang 
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republ ik Indonesia 
T a h u n 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia Nomor 4279); 

9. Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2004 tentang 
Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran 
Negara Republ ik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, 
Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia 
Nomor 4419); 

10. Undang-Undang Nomor 13 T a h u n 2006 tentang 
Per l indungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635); 

11 . Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2007 tentang 
Penghapusan T indak Pidana Perdagangan Orang 
(Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 58 Tahun 
2007, Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia 
Nomor 4720); 

12. Undang-Undang Nomor 12 T a h u n 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia 
Nomor 5234); 

13. Undang-Undang Nomor 19 T a h u n 2011 tentang 
Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With 
Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak penyandang 
Disabil itas), (Lembaran Negara Republ ik Indonesia 
T a h u n 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia Nomor 5251); 

14. Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republ ik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah d iubah beberapa ka l i t e rakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia 
Nomor 5679); 



15. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang 
Disabi l i tas (Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5871); 

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Penyelenggaraan 
Per l indungan terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender 
dan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 
2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa 
Tengah Nomor 20); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 
2016 tentang Penyelenggaraan Per l indungan Anak 
(Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 
Nomor 54, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Karanganyar Nomor 57); 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR 

dan 

BUPATI KARANGANYAR 

MEMUTUSKAN: 

enetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN 
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN. 

BAB I 
KETENTUAN U M U M 

Pasal 1 
Da lam Peraturan Daerah i n i yang d imaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 

Karanganyar. 
3. Bupa t i adalah Bupat i Karanganyar. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

d is ingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Karanganyar. 

5. Per l indungan adalah segala upaya yang d i tu jukan u n t u k 
member ikan rasa aman kepada perempuan yang 
d i l akukan oleh p ihak keluarga, advokat, lembaga sosial, 
kepol is ian, kejaksaan, pengadilan, a tau p ihak la innya 
ba ik sementara m a u p u n berdasarkan penetapan 
pengadilan. 

6. Pemberdayaan Perempuan adalah setiap upaya 
meningkatkan kemampuan fisik, menta l sp i r i tua l , sosial, 
pengetahuan, dan keterampi lan agar perempuan siap d i 
dayagunakan sesuai dengan kemampuan masing-
masing. 

7. D i skr im inas i terhadap Perempuan adalah setiap 
pembedaan, penguci lan atau pembatasan yang d ibuat 
atas dasar jenis ke lamin, yang mempunya i pengaruh 
a tau t u j u a n u n t u k mengurangi a tau menghapuskan 
pengakuan, pen ikmatan atau penggunaan hak-hak asasi 
manus ia dan kebebasan-kebebasan pokok d i bidang 



pol i t ik , ekonomi, sosial, budaya, sipi l a tau apapun oleh 
k a u m perempuan, terlepas dar i status perkawinan 
mereka, atas dasar persamaan antara lak i - lak i dan 
perempuan. 

8. Segala Bentuk Diskr iminas i terhadap Perempuan adalah 
adalah segala bentuk D iskr im inas i yang mel iput i 
d imensi wi layah (daerah bencana, daerah konf l ik, daerah 
perbatasan, daerah tert inggal, daerah terpencil , dan 
lainnya), d imensi usia (usia produkt i f , us ia lanjut , dan 
lainnya), dan dimensi khusus (penyandang cacat, tenaga 
kerja, dan lainnya). 

9. Kekerasan terhadap Perempuan adalah setiap t indakan 
yang melanggar, menghambat ,meniadakan ken ikmatan 
dan mengabaikan hak asasi perempuan. 

10. Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap 
perbuatan terhadap seorang perempuan yang 
berakibat t imbu lnya kesengsaraan a tau penderitaan 
secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran 
r u m a h tanggal termasuk ancaman u n t u k me lakukan 
perbuatan, pemaksaan, a tau perampasan kemerdekaan 
secara melawan h u k u m dalam l ingkup r u m a h tangga. 

11 . Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan 
adalah j a m i n a n yang d iber ikan oleh Pemerintah 
Daerah u n t u k mencegah terjadinya kekerasan, 
men indak pe laku kekerasan dan me l indung i korban. 

12. Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga 
adalah j a m i n a n yang d iber ikan oleh negara u n t u k 
mencegah terjadinya kekerasan da lam r u m a h tangga, 
men indak pe laku kekerasan da lam r u m a h tangga, 
dan me l indung i korban kekerasan da lam r u m a h tangga. 

13. Korban adalah perempuan yang mengalami 
kesengsaraan dan atau penderi taan baik lansung 
m a u p u n t idak langsung sebagai akibat dar i kekerasan. 

14. Pendamping adalah orang t u a a tau perwaki lan 
dar i lembaga yang mempunya i keahl ian m e l a k u k a n 
pendampingan korban u n t u k melakukankonsel ing, 
terapi dan advokasi guna penguatan dan pemul ihan 
d i r i ko rban kekerasan. 

15. Per l indungan Sementara adalah Per l indungan yang 
langsung d iber ikan oleh kepol is ian dan/atau lembaga 
sosial a tau p ihak la in , sebelum d ike luarkannya 
penetapan per intah Per l indungan dar i pengadilan. 

16. Perintah Per l indungan adalah penetapan yang 
d ike luarkan oleh Pengadilan u n t u k member ikan 
Per l indungan kepada korban. 

17. Gender adalah konsep yang mengacu pada 
pembedaan peran dan tanggung jawab lak i - lak i dan 
perempuan yang terjadi akibat dar i dan dapat 
berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat. 

18. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondis i 
bagi l ak i - l ak i dan perempuan u n t u k memperoleh 
kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia , agar 
m a m p u berperan dan berpart is ipasi da lam kegiatan 
po l i t ik , ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan 
keamanan, dan kesamaan dalam men ikmat i hasi l 
pembangunan. 



19. Keadilan Gender adalah sua tu proses u n t u k menjadi 
adi l terhadap l ak i - l ak i dan perempuan. 

20. Kekerasan Berbasis Gender adalah setiap t indakan 
penyimpangan yang disebabkan adanya 
ket idakseimbangan kekuasaan da lam relasi antara 
perempuan dan lak i - l ak i yang berakibat kesengsaraan 
a tau penderitaan perempuan termasuk perempuan-
perempuan baik secara fisik, seksual dan/atau 
psikologis termasuk ancaman t indakan ter tentu, 
pemaksaan a tau perampasan kemerdekaan secara 
sewenang-wenang yang terjadi d i ranah privat/domestik 
dan d i ranah pub l ik . 

2 1 . Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan 
dan Anak, yang selanjutnya dis ingkat P2TP2A adalah 
pusat pelayanan yang terintegrasi da lam upaya 
Pemberdayaan perempuan d i berbagai bidang 
pembangunan, serta Per l indungan perempuan dan 
perempuan dar i berbagai jenis D i skr im inas i dan t indak 
kekerasan, termasuk perdagangan orang, yang d ibentuk 
oleh Pemerintah Daerah atau berbasis masyarakat, yang 
me l iput i : pusat r u j u k a n , pusat konsul tas i usaha, pusat 
kesehatan reproduksi , pusat konsu l tas i h u k u m , pusat 
kr is is terpadu (PKT), pusat pelayanan terpadu (PPT), 
pusat pemul ihan t r auma ( t rauma center), pusat 
penanganan kr is is perempuan (women crisis center), 
pusat pelat ihan, pusat informasi i l m u pengetahuan dan 
teknologi (PIPTEK), r u m a h aman (shelter), r u m a h 
singgah, a tau bentuk la innya. 

BAB I I 

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP 

Pasal 2 

(1) Asas Per l indungan dan Pemberdayaan Perempuan 
adalah: 
a. penghormatan terhadap hak asasi manusia ; 
b. kesetaraan dan Keadilan Gender; 
c. Per l indungan terhadap hak Korban; dan 
d. t idak d iskr iminat i f . 

(2) Tu juan Per l indungan dan Pemberdayaan Perempuan 
adalah u n t u k : 
a. menjamin terpenuhinya hak perempuan agar 

dapat h idup dan berpart is ipasi secara opt imal 
sesuai dengan harka t dan martabat 
kemanusiaan; 

b. member ikan keadi lan dan Kesetaraan Gender; 
c. member ikan Per l indungan dan rasa aman bagi 

perempuan Korban kekerasan dan Diskr iminas i , 
serta t indak pidana perdagangan orang; 

d. menghapus segala ben tuk kekerasan dan 
D iskr iminas i terhadap perempuan; 

e. member ikan pelayanan kepada perempuan Korban 
kekerasan, dan saksi; dan 



f. me lakukan pemul ihan terhadap perempuan 
Korban kekerasanmeningkatkan peran serta 
perempuan baik secara ind iv idua l m a u p u n 
kelompok sebagai potensi dan sumber daya da lam 
penyelenggaraan h idup sosial kemasyarakatan. 

(3) Ruang l ingkup Peraturan Daerah in i , me l iput i : 
a. hak dan kewajiban Perempuan; 
b. kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah 

Daerah; 
c. Per l indungan Perempuan; 
d. Pemberdayaan Perempuan; 
e. Per l indungan Perempuan Korban kekerasan; 
f. Larangan dan Sanksi; 
g. Peran serta masyarakat; 
h . Pemantauan dan evaluasi; dan 
i . Pendanaan. 

BAB I I I 
HAK DAN KEWAJIBAN PEREMPUAN 

Bagian Kesatu 
U m u m 

Pasal 3 
(1) Setiap perempuan berhak u n t u k : 

a. h i d u p dan mempertahankan h idup serta 
men ingkatkan taraf keh idupannya; 

b. memenuh i kebu tuhan dasarnya u n t u k t u m b u h 
dan berkembang secara layak, berkeluarga dan 
me lan jutkan ke tu runan ; 

c. mengembangkan pr ibadinya, u n t u k 
memperoleh pendid ikan, dan men ingkatkan kual i tas 
h idupnya agar menjadi manus ia yang ber iman, 
bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mul ia , 
bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi 
manusia ; 

d. memperoleh keadi lan, rasa aman, dan 
kebebasan menyampaikan pendapat tanpa 
Diskr iminas i ; 

e. bebas dar i perbudakan a tau diperhamba 
dan ancaman; 

f. memperoleh Per l indungan d i r i pr ibadi , 
keluarga, kehormatan, martabat dan hak mi l iknya ; 

g. mendapatkan kesejahteraan dan kehidupan 
yang layak; 

h . berpart is ipasi dalam pol i t ik ; 
i . me lakukan perbuatan h u k u m ; 
j . bebas memi l ih pasangan dalam perkawinannya. 
k. memi l ih pekerjaan yang d isuka inya dan berhak pula 

atas syarat ketenagakerjaan yang adi l ; 
1. mendapatkan u p a h kerja yang adi l sesuai dengan 

pekerjaannya yang sebanding dan sepadan dengan 
martabat kemanusiaannya. 



(2) Hak berpart is ipasi da lam po l i t ik sebagaimana d imaksud 
pada ayat (1) h u r u f h adalah, perempuan berhak u n t u k : 
a. memi l ih dan/atau d ip i l ih da lam pemi l ihan u m u m , 

pemi l ihan kepala Daerah, pemi l ihan kepala desa 
dan/atau pemi l ihan j aba tan po l i t ik la innya 
berdasarkan persamaan hak mela lu i pemungutan 
suara yang langsung, u m u m , bebas, rahasia; dan 

b. d iangkat dalam setiap j aba tan pemer intahan. 
(3) Setiap perempuan yang dalam kondis i disabil i tas, usia 

lan jut , dan/atau hami l , berhak memperoleh kemudahan 
dan per lakuan khusus . 

(4) Setiap perempuan lan ju t usia, penyandang disabil itas fisik 
dan/atau disabil i tas mental , berhak memperoleh 
perawatan, pendid ikan, pelat ihan, dan ban tuan khusus 
atas biaya Pemerintah Daerah u n t u k menjamin keh idupan 
yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaan. 

Bagian Kedua 
Hak Perempuan Penyandang Disabil i tas 

Pasal 4 
Setiap perempuan penyandang disabi l i tas, berhak 
memperoleh: 

a. pendid ikan pada semua satuan, j a lu r , jenis , dan jenjang 
pendid ikan; 

b. pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan 
jen is dan derajat kecacatan, pendid ikan, dan 
ke mampuanny a; 

c. per lakuan yang sama u n t u k berperan dalam 
pembangunan dan men ikmat i hasi lnya; 

d. aksesibil itas da lam rangka kemandir iannya; 
e. rehabi l i tasi , ban tuan sosial, dan pemeliharaan taraf 

kesejahteraan sosial; dan 
f. hak yang sama u n t u k menumbuhkembangkan bakat, 

kemampuan , dan keh idupan sosialnya. 

Bagian Ketiga 
Hak Perempuan Korban Kekerasan 

Pasal 5 
Setiap perempuan Korban kekerasan mempunya i : 
a. hak u n t u k d ihormat i harkat dan martabat sebagai 

manus ia ; 
b. hak atas pemul ihan kesehatan dan psikologis dar i 

penderitaan yang d ia lami Korban; 
c. hak menentukan sendiri keputusannya; 
d. hak mendapatkan informasi ; 
e. hak atas kerahasiaan; 
f. hak atas kompensasi; 
g. hak atas rehabi l i tasi sosial; 
h . hak atas penanganan pengaduan; 
i . hak Korban dan keluarganya u n t u k mendapatkan 

kemudahan dalam proses peradi lan; dan 
j . hak atas pendampingan. 



Bagian Keempat 
Kewajiban Perempuan 

Pasal 6 
Setiap perempuan berkewajiban u n t u k : 
a. men jun jung t inggi harka t dan martabatnya sebagai 

perempuan; 
b. melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai i s t r i , 

i b u , anak dan warga masyarakat dengan baik dan 
bertanggung jawab; dan 

c. menaat i peraturan perundang-undangan yang ber laku. 

BAB IV 
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB 

PEMERINTAH DAERAH 

Pasal 7 
(1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung 

jawab terhadap penyelenggaraan Pemberdayaan 
Perempuan dan Perl indungan perempuan. 

(2) Upaya Perl indungan perempuan dan Pemberdayaan 
Perempuan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 
me l iput i : 
a. penetapan kebi jakan, program, dan kegiatan; 
b. penetapan pedoman pelaksanaan; 
c. penyelenggaraan layanan; dan 
d. koordinasi kebi jakan, program dan kegiatan. 

(3) Upaya Per l indungan Perempuan dan Pemberdayaan 
Perempuan sebagaimana d imaksud pada ayat (2) 
d i l akukan secara terpadu sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang ber laku. 

Pasal 8 
(1) Da lam melaksanakan kebi jakan, program, dan kegiatan 

Per l indungan perempuan dan Pemberdayaan perempuan, 
Pemerintah Daerah dapat me lakukan kerja sama dengan 
masyarakat/lembaga masyarakat. 

(2) Kerjasama sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 
d i laksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 9 
B u p a t i da lam melaksanakan kebi jakan, program, dan 
kegiatan Per l indungan perempuan dengan me lakukan upaya: 
a. koordinas i pelaksanaan kebi jakan, program, dan kegiatan 

Per l indungan perempuan antar Perangkat Daerah; 
b. kerjasama dengan Kabupaten/Kota da lam satu Provinsi, 

dan kerjasama antar Kabupaten/Kota d i Provinsi la innya 
da lam pelaksanaan kebi jakan, program, dan kegiatan 
Per l indungan perempuan sesuai dengan ketentuan 
pera turan perundang- undangan; 

c. penguatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan 
Gender u n t u k pelaksanaan kebi jakan program dan 
kegiatan Perl indungan perempuan; 



d. fasi l itasi pelayanan Perl indungan perempuan; 
e. penyediaan pelayanan Per l indungan perempuan; 
f. pelaksanaan aksi af irmasi Per l indungan perempuan; dan 
g. penyusunan sistem pendataan Per l indungan perempuan. 

BAB V 
PERLINDUNGAN PEREMPUAN 

Bagian Kesatu 
Perl indungan Kesehatan 

Pasal 10 
(1) Perempuan mempunya i hak u n t u k mendapatkan 

Per l indungan khusus dar i ha l yang mengancam 
keselamatan dan atau kesehatannya. 

(2) Per l indungan khusus d iber ikan kepada perempuan 
karena fungsi reproduksinya d i j amin dan d i l indung i oleh 
h u k u m . 

(3) Pemerintah Daerah memfasi l i tasi Per l indungan Kesehatan 
sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah. 

(4) Ben tuk Per l indungan Kesehatan bagi Perempuan 
sebagaimana d imaksud pada ayat (3) d i a tur lebih lanjut 
dengan Peraturan Bupat i . 

Bagian Kedua 
Per l indungan Ketenagakerjaan 

Pasal 11 
(1) Perempuan memi l ik i kesempatan yang sama tanpa 

D iskr im inas i u n t u k memperoleh pekerjaan. 
(2) Kesempatan yang sama sebagaimana d imaksud pada ayat 

(1) d iwu judkan mela lu i pemenuhan hak perempuan 
u n t u k mendapatkan per lakuan yang sama dar i 
Pengusaha. 

Pasal 12 
(1) Pengusaha yang menggunakan tenaga kerja perempuan 

wajib member ikan Perl indungan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang ber laku. 

(2) Ketentuan lebih lan jut mengenai Per l indungan yang wajib 
d iber ikan oleh pengusaha kepada perempuan sebagai 
tenaga kerja sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d ia tur 
dengan Peraturan Bupat i . 

Bagian Ketiga 
Per l indungan Perempuan Lanjut Usia 

Pasal 13 
(1) Pemerintah Daerah member ikan Per l indungan kepada 

perempuan lan jut us ia yang t idak mand i r i , sakit t idak 
m a m p u secara ekonomi dan/atau dalam keadaan 
disabi l i tas agar dapat mewu judkan dan men ikmat i taraf 
h i dup yang wajar. 



(2) Ketentuan lebih lan jut mengenai ben tuk Perl indungan 
sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d ia tur dengan 
Peraturan Bupat i . 

BAB VI 

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 

Pasal 14 
Guna men ingkatkan kedudukan , peran, dan kual i tas 
perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan 
Keadilan Gender dalam keh idupan berkeluarga, 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, perempuan 
harus diberdayakan. 

Pasal 15 
Pemberdayaan Perempuan d ia rahkan u n t u k memperoleh 
kesempatan dan hak-hak sebagai manus ia agar m a m p u 
berperan dan berpart is ipasi d i bidang: 
a. ekonomi; 
b. sosial budaya; 
c. po l i t ik ; dan 
d. h u k u m . 

Pasal 16 
Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan d i bidang 
ekonomi sebagaimana d imaksud dalam Pasal 15 h u r u f a 
d i laksanakan melalui : 
a. pemberian keterampi lan dan pelat ihan kerja; 
b. fasi l itasi pembentukan kelompok usaha ekonomi 

produkt i f ; 
c. fasi l itasi penguatan dan pengembangan kelompok 

usaha ekonomi produkt i f ; 
d. fasi l itasi dan bantuan permodalan; dan 
e. fasil itasi pengembangan ja r ingan pemasaran. 

Pasal 17 
Pemberdayaan perempuan d i bidang sosial budaya 
sebagaimana d imaksud dalam Pasal 15 h u r u f b d i laksanakan 
mela lu i : 
a. peningkatan pengetahuan, sikap dan keterampi lan 

u n t u k mendorongpemenuhan pendid ikan secara 
berjenjang sesuai dengan potensi u n t u k meningkatkan 
status sosial; 

b. peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan 
u n t u k mengatasipermasalahan kesehatan melalui 
upaya promotif , preventif, kurat i f , dan rehabi l i tat i f 
yang berkual i tas u tamanya d i b idang kesehatan 
reproduksi ; 

c. peningkatan kesadaran dan pengetahuan 
tentang perencanaan keluarga mand i r i , sehat dan 
sejahtera termasuk akses layanan konsul tas i dan 
pencatatan perkawinan; dan 



d. fasi l itasi dan upaya pelestarian adat ist iadat dan 
pengembangan i l m u pengetahuan, teknologi, seni dan 
budaya u n t u k kemajuan perempuan. 

Pasal 18 
(1) Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan d i 

b idang po l i t ik sebagaimana d imaksud dalam Pasal 15 
h u r u f c me l iput i : 
a. pel ibatan perempuan dalam pengambilan keputusan 

di berbagai t ingkatan; 
b. pemberian kesempatan bagi perempuan 

u n t u k m e n d u d u k i j aba tan pub l ik ; 
c. part is ipasi dalam pemi l ihan u m u m ; dan 
d. pengembangan d i r i mela lu i organisasi 

u n t u k berserikat, b e r k u m p u l dan mengeluarkan 
pendapat. 

(2) Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan d i 
b idang po l i t ik sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 
d i laksanakan sesuai dengan pera turan perundang-
undangan yang ber laku. 

Pasal 19 
(1) Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan di 

b idang h u k u m sebagaimana d imaksud dalam Pasal 15 
h u r u f d me l iput i : 
a. peningkatan kesadaran dan pengetahuan d i 

b idang h u k u m mela lui layanan komun ikas i , informasi 
dan edukasi ;dan 

b. fasil itasi akses dan layanan konsul tas i h u k u m . 
(2) Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan d i bidang 

h u k u m sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 
d i laksanakan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang ber laku. 

BAB VII 
PERLINDUNGAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN 

Bagian Kesatu 
U m u m 

Pasal 20 
(1) Setiap Korban berhak mendapatkan Perl indungan, 

informasi , pelayanan terpadu, penanganan berkelanjutan 
sampai tahap rehabi l i tasi dan penanganan secra rahasia 
dar i ind iv idu , kelompok a taupun lembaga baik Pemerintah 
Daerah m a u p u n masyarakat. 

(2) Dalam ha l terjadi kekerasan, setiap Korban berhak 
mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendampingan, 
ba ik secara psikologis m a u p u n h u k u m serta mendapatkan 
j a m i n a n atas hak-haknya yang berka i tan dengan 
statusnya sebagai perempuan. 



Bagian Kedua 
Kewajiban dan Upaya Pemerintah Daerah 

Pasal 21 
(1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab 

u n t u k melaksanakan upaya pencegahan terjadinya 
Kekerasan terhadap Perempuan dalam ben tuk : 
a. mengumpu lkan data dan informasi tentang Korban 

kekerasan serta peraturan perundang-undangan; 
b. me lakukan pendid ikan tentang n i la i -n i la i ant i 

Kekerasan terhadap Perempuan; 
c. me lakukan sosialisasi pera turan perundang-undangan 

yang berka i tan dengan penyelenggaraan Perl indungan 
akan Korban kekerasan; 

d. me lakukan pemantauan dan evaluasi terhadap 
penyelenggaraan Perl indungan Korban kekerasan; dan 

e. menyusun laporan terhadap penyelenggaraan 
Per l indungan perempuan Korban kekerasan. 

(2) U n t u k mengantisipasi terjadinya t indak Kekerasan 
terhadap Perempuan, Pemerintah Daerah berkewajiban 
menyediakan dan menyelenggarakan layanan bagi korban 
dalam ben tuk 
a. mend i r ikan dan memfasi l i tasi terselenggaranya 

lembaga layanan terpadu u n t u k Korban dengan 
mel ibatkan u n s u r masyarakat; dan 

b. mendorong kepedul ian masyarakat akan pentinganya 
Per l indungan terhadap Korban. 

(3) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewajiban 
sebagaimana d imaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus 
memperhat ikan hak dan kewajiban orang tua , wal i atau 
orang la in yang secara h u k u m bertanggung jawab 
terhadap Korban. 

(4) U n t u k mencegah terjadinya t indak Kekerasan 
terhadap Perempuan, Pemerintah Daerah me lakukan 
upaya sebagai ber ikut : 
a. me lakukan penyu luhan dan sosialisasi mengenai ha l -

ha l yang berkenaan dengan Kekerasan terhadap 
Perempuan; 

b. me lakukan sosialisasi terhadap hak -hak perempuan; 
c. mengupayakan peningkatan pendid ikan bagi 

perempuan; 
d. membuka kursus -kursus ke t rampi lan bagi 

perempuan guna menunjang k e b u t u h a n ekonomi 
keluarga; 

e. menc iptakan lapangan kerja bagi perempuan; 
f. member ikan penyu luhan u n t u k segera 

melaporkan kepada aparat setempat apabila terjadi 
Kekerasan terhadap Perempuan; 

g. memberdayakan Organisasi-organisasi Sosial 
Kemasyarakatan dan Organisasi-organisasi 
perempuan u n t u k men ingkatkan pengetahuan, dan 
wawasan perempuan; 

h . membangun Pos Pengaduan Perl indungan 
Perempuan; dan 



i . membentuk ja r ingan kerja da lam upaya pencegahan 
kekerasan. 

Bagian Ketiga 
Penyelenggaraan Per l indungan 

Pasal 22 
(1) Pemerintah Daerah memfasi l i tasi t e rbentuknya lembaga 

Per l indungan Perempuan. 
(2) Lembaga Per l indungan Perempuan sebagaimana 

d imaksud pada ayat (1) d i laksanakan dengan membentuk 
P2TP2A. 

(3) P2TP2A sebagaimana d imaksud pada ayat (2) 
d i laksanakan pal ing lambat 2 (dua) t a h u n , sejak Peraturan 
Daerah i n i d i tetapkan. 

(4) Ketentuan lebih lan jut mengenai P2TP2A d ia tur dengan 
Peraturan Bupat i . 

Pasal 23 
(1) Sebelum P2TP2A sebagaimana d imaksud dalam Pasal 22 

d iben tuk lembaga Perl indungan perempuan di laksanakan 
oleh KP2A. 

(2) Ketentuan lebih lan jut mengenai KP2A sebagaimana 
d imaksud pada ayat (1) d ia tur da lam Peraturan Daerah 
Kabupaten Karanganyar Nomor 5 T a h u n 2016 tentang 
Penyelenggaraan Perl indungan Anak (Lembaran Daerah 
Kabupaten Karanganyar T a h u n 2016 Nomor 54, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar 
Nomor 57). 

Pasal 24 
(1) Penyelenggaran Perl indungan kepada perempuan Korban 

kekerasan d i l akukan secara terpadu dalam wadah KP2A 
sebagaimana d imaksud dalam Pasal 23. 

(2) KP2A dalam penanganan Per l indungan medis, h u k u m , 
medico legal, psikologis m a u p u n ekonomi dapat 
me lakukan kemi t raan dengan lembaga sosial 
kemasyarakatan yang bergerak dalam Perl indungan 
perempuan. 

(3) Ketentuan lebih lan jut mengenai mekanisme Perl indungan 
sebagaimana d imaksud pada ayat (1) diselenggarakan 
m e n u r u t Standar Operasional Prosedur (SOP) yang d iatur 
dengan Peraturan Bupat i . 

Pasal 25 
Penyelenggaraan pelayanan terhadap Korban d i l akukan 
dengan t idak d ipungut biaya, cepat, aman, empati , non 
D iskr im inas i , m u d a h di jangkau, dan adanya j a m i n a n 
kerahasiaan. 



Bagian Keempat 
Ben tuk Kekerasan dan Per l indungan 

Pasal 26 
(1) Ben tuk Kekerasan terhadap Perempuan me l iput i : 

a. kekerasan fisik; 
b. kekerasan seksual; 
c. kekerasan ekonomi; 
d. kekerasan psikis. 

(2) Ben tuk kekerasan fisik sebagaimana d imaksud pada ayat 
(1) h u r u f a berupa setiap perbuatan yang mengakibatkan 
rasa sakit , cidera, luka a tau cacat pada t u b u h seseorang, 
pingsan dan atau menyebabkan kemat ian. 

(3) Ben tuk kekerasan seksual sebagaimana d imaksud pada 
ayat (1) h u r u f b berupa pelecehan seksual, pemaksaan 
h u b u n g a n seksual, pemaksaaan hubungan seksual 
dengan t idak wajar a tau t idak d i suka i , pemaksaan 
h u b u n g a n dengan orang la in u n t u k t u j u a n komersial dan 
a tau t u j u a n ter tentu. 

(4) Ben tuk kekerasan ekonomi sebagaimana d imaksud pada 
ayat (1) h u r u f c berupa penelantaran perempuan dalam 
ben tuk t idak t idak member ikan keh idupan, perawatan 
a tau pemeliharaan secara layak. 

(5) Ben tuk kekerasan psikis sebagimana d imaksud pada ayat 
(1) h u r u f d berupa perbuatan yang mengakibatkan 
ke takutan , hi langnya rasa percaya d i r i , hi langnya 
kemampuan u n t u k bert indak, rasa t idak berdaya dan atau 
penderitaan psikis berat pada seseorang. 

Pasal 27 
(1) Setiap Korban kekerasan harus mendapat Perl indungan 

sesuai ketentuan yang ber laku. 
(2) Per l indungan terhadap Korban kekerasan sebagaimana 

d imaksud pada ayat (1) d i l akukan kepada Penduduk 
Daerah yang mengalami kekerasan d i Daerah m a u p u n d i 
luar Daerah. 

(3) Per l indungan terhadap Korban kekerasan selain d i l akukan 
terhadap penduduk Daerah sebagaimana d imaksud pada 
ayat (2) j uga terhadap b u k a n penduduk Daerah yang 
d i l akukan d i Daerah. 

Pasal 28 
(1) Ben tuk Perl indungan Kekerasan terhadap Perempuan 

me l iput i : 
a. Per l indungan medis; 
b. Per l indungan h u k u m ; 
c. Per l indungan medico legal (kedokteran forensik); 
d. Per l indungan ekonomi; 
e. Per l indungan psikis. 

(2) Ben tuk Per l indungan medis sebagaimana d imaksud pada 
ayat (1) h u r u f a berupa perawatan dan pemul ihan luka 
l u k a f is ikyang ber tu juan u n t u k pemul ihan kondis i fisik 
Korban yang d i l akukan tenaga medis dan paramedis. 



(3) Ben tuk h u k u m sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 
h u r u f b berupa pelayanan dan pendampingan u n t u k 
memban tu Korban dalam menjalani proses h u k u m dan 
peradi lan. 

(4) Ben tuk Per l indungan medico legal sebagaimana d imaksud 
pada ayat (1) h u r u f c berupa layanan medis u n t u k 
kepentingan pembukt ian dib idang h u k u m . 

(5) Ben tuk Perl indungan ekonomi sebagimana d imaksud 
pada ayat (1) h u r u f d berupa layanan u n t u k ketrampi lan 
dan u n t u k member ikan akses ekonomi agar Korban 
kekerasan dapat mand i r i . 

(6) Ben tuk Perl indungan psikis sebagimana d imaksud pada 
ayat (1) h u r u f e berupa d u k u n g a n secara psikologis 
sehingga korban mempunya i rasa percaya d i r i , kekuatan 
dan kemandi r ian dalam penyelesaian masalah. 
pendampingan dalam rangka memu l ihkan kondis i 
t raumat i s Korban termasuk penyediaan r u m a h aman 
u n t u k mel indung i korban dar i berbagai ancaman dan 
in t imidas i bagi korban dan member ikan. 

Pasal 29 
U n t u k member ikan Perl indungan sebagaimana d imaksud 
dalam Pasal 28, Pemerintah Daerah dapat me lakukan 
upaya: 
a. member ikan pelayanan dan penanganan secepat 

m u n g k i n kepada saksi dan/atau Korban; 
b. member ikan kemudahan, kenyamanan, keselamatan, dan 

bebas biaya bagi saksi dan/atau Korban; 
c. menjaga kerahasiaan saksi dan/atau Korban; 
d. menjamin keadi lan dan kepast ian h u k u m bagi saksi 

dan/atau Korban; 
e. penyediaan ruang pelayanan khusus d i Kantor Kepolisian; 
f. penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan 

pembimbing rohani ; 
g. pembuatan dan pengembangam sistem dan mekanisme 

kerjasama program pelayanan yang mel ibatkan p ihak yang 
m u d a h diakses oleh Korban; 

h . member ikan Per l indungan bagi pendamping, saksi, 
keluarga, dan teman Korban; 

i . member ikan Perl indungan bagi peker ja/buruh 
perempuan sesuai ketentuan pera turan perundang-
undangan. 

BAB VII I 
LARANGAN DAN SANKSI 

Pasal 30 
(1) Setiap orang dan/atau badan di larang u n t u k me lakukan 

Kekerasan terhadap Perempuan sebagaimana d imaksud 
da lam Pasal 26. 

(2) Setiap orang dan/atau Badan d i Daerah di larang 
me lakukan D iskr iminas i terhadap Perempuan, baik dalam 
perkataan, t indakan , kebi jakan m a u p u n peraturan yang 
d i terapkan. 



Pasal 31 
(1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 30 dapat 

d ikenai sanksi p idana dan/atau sanksi administras i . 
(2) Pengenaan sanksi pidana sebagaimana d imaksud pada 

ayat (1) d i l akukan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

(3) Sanksi admin is t ra t i f sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 
berupa : 
a. U n t u k perseorangan: 

1. teguran ter tul is ; 
2. denda adminis tras i pal ing sedikit Rp 10.000.000,00 

(sepuluh j u t a rupiah) dan pal ing banyak 
Rp50.000.000,00 (l ima p u l u h j u t a rupiah) . 

b. u n t u k badan: 
1. teguran ter tul is ; 
2. penghentian sementara a tau tetap terhadap 

operasional kegiatan; 
3. pembekuan Izin usaha; 
4. denda admin is t ra t i f pal ing sedikit Rp20.000.000,00 

(dua p u l u h j u t a rupiah) dan pal ing banyak 
Rp50.000.000,00 (l ima p u l u h j u t a rupiah) ; 

5. pencabutan Izin Usaha. 
(4) Denda Admin is t ras i sebagaimana d imaksud pada ayat (3) 

merupakan Peneriman Daerah. 
(5) Ketentuan lebih lan jut mengenai pengenaan sanksi 

admin is t ras i sebagaimana d imaksud pada ayat (1) dan (3) 
d ia tur dengan Peraturan Bupat i . 

BAB IX 

PERAN SERTA MASYARAKAT 

Pasal 32 
(1) Masyarakat dapat berperan serta da lam penyelenggaraan 

Per l indungan dan Pemberdayan Perempuan. 
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana d imaksud pada ayat 

(1) dapat d i l akukan oleh perorangan, kelompok m a u p u n 
organisasi sosial kemasyarakatan. 

(3) Peran serta masyarakat sebagaimana d imaksud pada ayat 
(1) dapat berbentuk: 
a. kerjasama; 
b. peran akt i f da lam penyusunan kebi jakan; 
c. pengaduan/ laporan. 

(4) Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat dalam 
Per l indungan perempuan d i laksanakan mela lui 
kegiatan 
a. me lakukan pencegahan berlangsungnya t indak pidana; 
b. member ikan Perl indungan kepada Korban; 
c. member ikan pertolongan darurat ; 
d. memban tu proses pengajuan permohonan penetapan 

Per l indungan; dan 
e. member ikan informasi a tau melaporkan 

terjadinya t indak pidana kekerasan kepada aparat 
penegak h u k u m . 



(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat 
sebagaimana d imaksud pada ayat (3) d ia tur dengan 
Peraturan Bupat i . 

BAB X 

PEMANTAUAN DAN EVALUASI 

Pasal 33 
(1) U n t u k menjamin sinergi, kes inambungan, dan efektifitas 

langkah- langkah secara terpadu da lam pelaksanaan 
kebi jakan, program, dan kegiatan Perl indungan 
perempuan, Pemerintah Daerah me lakukan pemantauan. 

(2) Pemantauan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 
d imaksudkan u n t u k mengetahui perkembangan dan 
hambatan dalam pelaksanaan kebi jakan, program, dan 
kegiatan Perl indungan perempuan d i Daerah. 

(3) Pemantauan d i l akukan secara berkala mela lu i koordinasi 
dan pemantauan langsung terhadap Perangkat Daerah 
yang melaksanakan kebi jakan, program dan kegiatan 
Per l indungan perempuan. 

(4) Pemantuan d i l akukan mu la i dar i perencanaan sampai 
dengan pelaksanaan kebi jakan, program dan kegiatan 
Per l indungan perempuan u n t u k t a h u n berjalan. 

Pasal 34 
(1) Evaluasi pelaksanaan kebi jakan, program, dan kegiatan 

Per l indungan perempuan d i l akukan setiap berakhirnya 
t a h u n anggaran. 

(2) Hasi l evaluasi pelaksanaan kebi jakan, program, dan 
kegiatan Perl indungan perempuan d igunakan sebagai 
bahan masukan bagi penyusunan kebi jakan, program, 
dan kegiatan Perl indungan perempuan u n t u k t ahun 
ber ikutnya . 

(3) Evaluasi sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 
d i laksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

BAB XI 
PENDANAAN 

Pasal 35 
(1) Pendanaan pelaksanaan kebi jakan, program dan kegiatan 

Per l indungan perempuan d i Daerah bersumber dar i 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, tanggung 
jawab sosial l ingkungan, dan dana la in yang sah dan 
t idak mengikat. 

(2) Da lam hal Daerah mendapatkan ban tuan pendanaan 
pelaksanaan kebi jakan, program dan kegiatan 
Per l indungan perempuan dar i Pemerintah d i laksanakan 
sesuai dengan ketentuan pera turan perundang-
undangan. 



BAB XI I 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 36 
Pada saat Peraturan Daerah i n i mu la i ber laku, maka 
Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 20 Tahun 
2009 tentang Penyelenggaraan Per l indungan Perempuan dan 
Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten 
Karanganyar T a h u n 2009 Nomor 20) sepanjang mengenai 
ke t en tuan Perl indungan Perempuan Korban Kekerasan, 
d icabut dan d inyatakan t idak ber laku. 

Pasal 37 
mu la i ber laku pada tanggal Peraturan Daerah i n i 

d iundangkan . 
Agar setiap orang mengetahuinya, memer intahkan 
pengundangan Peraturan Daerah i n i dengan penempatannya 
da lam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar. 

Di te tapkan d i Karanganyar 
j a r y ^ a l 17 Maret 2017 

&&NGANYAR, 

A— 
V JULIYATMONO 

Diundangkan d i Karanganyar 
pada tanggal 17 Maret 2017 
S E K R E T A R I S D X E R A H K A B U P A T E N K A R A N G A N Y A R , 

/SAJV1SI/ 

rARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2017 NOMOR 3 

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR, 
PROVINSI JAWA TENGAH : (3/2017) 



PENJELASAN 
ATAS 

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR 
NOMOR 3 TAHUN 2017 

TENTANG 
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 

I . UMUM 
Pada dasarnya Daerah d ibentuk u n t u k men ingkatkan pelayanan 

pub l ik dan mewu judkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena i t u , 
dalam penyelenggaraan otonomi, daerah mempunya i kewajiban antara la in 
mel indungi masyarakat , menjaga persatuan, kesatuan dan k e r u k u n a n 
nasional, men ingka tkan kual i tas h idup masyarakat dan mewujudkan 
keadi lan dan pemerataan. 

Be lum meratanya kesempatan d i segala b idang keh idupan antara 
la in d i b idang pend id ikan m a u p u n lapangan pekerjaan, dapat 
men imbu lkan berbagai permasalahan sosial u tamanya terhadap 
perempuan. Kenyataan menun jukkan , bahwa d i Kabupaten Karanganyar 
masih terdapat t indak kekerasan baik secara fisik, psikis, seksual, 
penelantaran perempuan dalam r u m a h tangga bahkan perdagangan orang, 
dan ha l i n i merupakan pelanggaran hak asasi manusia . 

T indak kekerasan, dan penelantaran, pada dasarnya merupakan 
pelanggaran Hak Asasi Manusia . Oleh karena i t u u n t u k member ikan rasa 
aman, dan pemenuhan hak-hak serta pemul ihan korban, per lu adanya 
upaya Per l indungan kepada perempuan. 

Per l indungan yang d i l akukan Pemerintah terhadap perempuan 
secara nyata d i l akukan , y a i tu dengan d i te rb i tkannya Undang-Undang 
Nomor 7 T a h u n 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai 
Penghapusan Segala Ben tuk D iskr iminas i Terhadap Wani ta (Convention 
non the E l im ina t i on of A l l Forms of D iscr iminat ion Against Women), yang 
selanjutnya d is ingkat CEDAW. 

Upaya pemer intah dalam mel indung i warga negaranya utamanya 
k a u m perempuan, j uga tersirat jelas dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) 
Undang-Undang Nomor 39 T a h u n 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang 
menyatakan bahwa: " setiap orang berhak atas pengakuan, j am inan , 
Per l indungan dan per lakuan h u k u m yang adi l serta mendapat kepastian 
h u k u m dan per lakuan yang sama didepan h u k u m " . 

Kekerasan dan perdagangan terhadap perempuan sudah d ia tur 
dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Penghapusan 
Tangga, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Pemberantasan T indak Pidana Perdagangan Orang. Oleh karena i t u 
menjadi kewaj iban Pemerintah Daerah u n t u k mel indung i , mencegah dan 
menindak pelanggaran Kekerasan terhadap Perempuan mela lui 
pengaturannya da lam Peraturan Daerah, sehingga masyarakat menghargai 
dan menghormat i hak -hak perempuan sebagaimana menghargai hak asasi 
manusia. 

Da lam Peraturan Daerah i n i d i a tur tanggung jawab dan 
kewajiban Pemerintah Daerah dalam Perl indungan perempuan, mu la i dar i 
pencegahan, pelayanan Perl indungan, sampai pemul ihan perempuan 
korban berbagai t i ndak kekerasan, sehingga dengan adanya Peraturan 
Daerah i n i d iharapkan berbagai t indak Kekerasan terhadap Perempuan 
sudah t idak ada lagi d i Kabupaten Karanganyar. 



PASAL DEMI PASAL 
Pasal 1 

C u k u p jelas 
Pasal 2 

A y a t ( l ) 
C u k u p Jelas. 

Ayat (2) 
H u r u f a 

C u k u p Jelas. 
H u r u f b 

C u k u p Jelas. 
H u r u f c 

C u k u p Jelas. 
H u r u f d 

C u k u p Jelas. 
H u r u f e 

Yang d imaksud dengan "korban" adalah seseorang yang 
mengalami penderitaan fisik, menta l , dan/atau kerugian 
ekonomi yang d iak iba tkan oleh sua tu t indak pidana. 
Yang d imaksud dengan "saksi " adalah seorang perempuan 
yang dapat member ikan keterangan guna kepentingan 
penyel id ikan, penyid ikan, penuntu tan , dan pemeriksaan d i 
sidang pengadilan tentang sua tu perkara p idana yang ia 
dengar sendir i , ia l ihat sendiri , dan/ a tau ia a lami sendiri . 

H u r u f f 
C u k u p Jelas. 

Ayat 3 
C u k u p Jelas 

Pasal 3 
C u k u p Jelas. 

Pasal 4 
C u k u p Jelas. 

Pasal 5 
C u k u p Jelas. 

Pasal 6 
C u k u p Jelas. 

Pasal 7 
C u k u p Jelas. 

Pasal 8 
C u k u p Jelas. 

Pasal 9 
C u k u p Jelas. 

Pasal 10 
C u k u p Jelas. 

Pasal 11 
C u k u p Jelas. 

Pasal 12 
C u k u p Jelas. 

Pasal 13 
C u k u p Jelas. 

Pasal 14 
C u k u p Jelas. 



Pasal 15 
C u k u p Jelas. 

Pasal 16 
Cukup Jelas. 

Pasal 17 
C u k u p Jelas. 

Pasal 18 
C u k u p Jelas. 

Pasal 19 
C u k u p Jelas. 

Pasal 20 
C u k u p Jelas. 

Pasal 21 
C u k u p Jelas. 

Pasal 22 
C u k u p Jelas. 

Pasal 23 
C u k u p Jelas. 

Pasal 24 
C u k u p Jelas. 

Pasal 25 
C u k u p Jelas. 

Pasal 26 
C u k u p Jelas. 

Pasal 27 
C u k u p Jelas. 

Pasal 28 
C u k u p Jelas. 

Pasal 29 
C u k u p Jelas. 

Pasal 30 
C u k u p Jelas. 

Pasal 31 
C u k u p Jelas. 

Pasal 32 
C u k u p Jelas. 

Pasal 33 
C u k u p Jelas. 

Pasal 34 
C u k u p Jelas. 

Pasal 35 
C u k u p Jelas. 

Pasal 36 
C u k u p Jelas. 

Pasal 37 
C u k u p Jelas 
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